221

DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E., et al.,, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda -
Indonesia, Binacipta, Jakarta.

Anggaraini, Titi dkk. 2011, Menata Kembali Pengaturan Pemilukada, Perludem.
Jakarta.

Arief Sidharta, Bernard. 2000. Refleksi Tentang Struktur IlImu Hukum Sebuah
Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan IImu Hukum
Sebagai Landasan Pengembangan Ilimu Hukum Nasional Indonesia, Mandar
Maju, Bandung

Arumanadi, Bambang dan Sunarto. 1990, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD
1945, [KIP Semarang Press, Semarang

Assidigie, Jimly. 2005, Pilar Demokrasi,Kontitusi Press. Jakarta

---------------- , 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, , Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

--------------- , 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Jakarta

Asrun, Muhammad. 2004. Krisis Peradilan; Mahkamah Agung di bawah
Soeharto,.Elsam. Jakarta.

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-analisis yuridis normative tentang unsur-
unsurnya. Ul Press.. Jakarta

Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi
Negara, Alumni, Bandung,

------------------------ , 1985. Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi
di Indonesia, Alumni, Bandung



222

Black Campbell, Henry. 1979, Black’s Law Dictionary, St. Paul. MINN West Publising
Co.

Black, Donald. 1976, The Behavior Of Law, Academic Press, the University of
Michigan.

Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-dasar ilmu Politik, Gramedia. Jakarta
Cotterrell, Roger. 1984, The Sociology of Law An Introduction,: Butterworths . London
Djumialdi, 1996, Hukum Bangunan, Cet.1 Rineka Cipta. Jakarta.

E. Utrecht, 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum
dan Pengetahuan Masyarakat - Universitas Padjadjaran Bandung

Fachrudin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan
Pemerintah. Alumni. Bandung

Friedman, Lawrence. 1984 “American Law”,: W.W. Norton & Company, London

, 1977, Law and Society An Introduction,: Prentice Hall Inc . New

Jersey

Hadjon, Philipus M. 1999. et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta

-------------------------- , 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina
llmu, Surabaya

Hamzah, Andi. 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (, Pradnya Paramita.
Jakarta

Harahap, M. Yahya. 2007, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.,.
Sinar Grafika. Jakarta

Huda, Ni'matul. 2009. Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematikanya, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Cetakan ke-IlI.

H.D. van Wijk/Konijnenbelt, 1995., Hoofdstukken van Administratief Recht. Vuga,
s’Gravenhage



223

HR Syaukani dkk. 2001. Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
HR. Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Press. Jakarta.

Ibrahim R, 1997, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, cet I.; PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung

Indroharto, 1991. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Sinar Harapan, Jakarta

J.B.J.M. ten Berge, 1995, Beschermin Tegen Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,

J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1982. Pengantar Ilmu Hukum: PT Pembangunan
Ghalia Indonesia,Jakarta

Koirudin, 2005, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan
Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes Press, Malang

Kusdarini, Eni. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas umum
Pemerintahan yang baik, UNY Press. Yogyakarta.

Kusnadi, Moh. &. Saragih. Bintan R. 2000. llmu Negara . Gaya Media Pratama.
Jakarta .cet-4.

Logemann, J.A.H., 1954. Het Staatsrecht van Indonesiae, van Hoeve S Sravenhage,
Bandung

Lutfi, Mustafa 2010. Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ull Press. Yogyakarta..

Marzuki, M.Laica. 2008, Dari timur ke Barat Memandu Hukum: Pemikiran Hukum
Wakil Ketua Mahamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Sejten
dan Kepaniteraan MK: Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta.

-------------------------------------- . 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.



224

M.D. Mahfud. 1991. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. : Gama Media Offset.
Yogyakarta

Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung,.

Nasir, M.2003, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Djambatan, Jakarta..

Peter de Cruz dalam, Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan
Socialist Law. Diterbitkan oleh Nusa Media. Jakarta

Prihatmoko, Joko. J. 2008. Mendemokratiskan Pemilu. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Rahardjo, Satjipto. 1983, Masalah Penegakan Hukum,: Sinar Baru. Bandung

Ridwan, Juniarso & Sodik S, Achmad. 2010. Hukum Administrasi Negara dan
Kebijakan Publik. Nuansa. Bandung

Romli, Lili. 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka
Pelajar.Yogyakarta.

Santoso, Topo dkk. 2006, Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian
Pemilu 2009-2014. Perludem. Jakarta

Sarundajang, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problem dan Prospek. Kata
Hasta Pustaka. Jakarta.

Sekjen MPR RI, . Risalah Sidang PAH I, 2000, Sekjen MPR RI Jakarta.

Sholehuddin, M .2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, lde Dasar Double
Track System dan Implementasinya, , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

S.F., Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di
Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Siahaan, Lintong. 2009, Teori Hukum; Wajah PTUN setelah Amandemen tahun
2004. Perum Percetakan Negara. Jakarta.

Sidarta, dkk (editors). 1996, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum
dan Pemerintahan yang Layak,; Citra Aditya Bakti. Bandung



225

Soekanto, Soerjono. 1986. Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung

Soemitro, Rochmat. 1991. Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia,
Eresco, Bandung,

Soetan Batoeah, Boerhanoeddin. 1983. Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara,
Binacipta, Jakarta.

Subekti, R. 1989, Hukum Acara Perdata,cet.3,: Bina Cipta, Bandung .

Suharizal, 2006. Pemilukada; Regulasi. Dinamika, dan Konsep Mendatang. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat dalam
Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara). Pustaka Bangsa Press.

Meda. Cetakan Pertama, 2011

Supriyanto, Didik. dkk, 2012, Penguatan Bawaslu; optimalisasi posisi, organisasi dan
fungsi dalam Pemilu 2014. Perludem. Jakarta.

Suyuthi, Wildan. 2004, Sita Dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Tatanusa.
Jakarta.

Taufik Makarao, Moh.2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet.1,: PT Rineka
Raya Jakarta,

Thoha, Miftha. 1990. Aspek-Aspek Pokok Illmu Administrasi;suatu bunga rampai
bacaan,Balai Aksara,. Jakarta

Tjandra, Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara; mendorong terwujudnya
Pemerintahan yang bersih dan Berwibawa, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Wahjono, Padmo. 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind. Hill Co., Jakarta,

, 1986. Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum. Gabhlia
Indonesia, cetakan kedua. Jakarta




226

JURNAL, MAKALAH, DISERTASI

Marpaung, Arifin. 2005, Implementasi Teknis Pelaksanaan Lembaga-lembaga Baru
dalam UU Nomor , 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya. Makalah
Rakernas MA, 18-22 September . Denpasar

Siahaan, Liontong. 2004, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa
Administrasi di Indonesia; Studi tentang keberadaan PTUN selama Satau
Dasawarsa 1991-2001, Disertasi, Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Pascasarjana, Jakarta.

MD, Mahfud. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang
diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.

, dalam orasi ilmiah berjudul Demokrasi dan Nomokrasi sebagai Pilar
Penyangga Konstitusi, pada wisuda Universitas Nasional (UNAS) periode |
tahun akademik 2010/2011, di Jakarta Convention Center (JCC). 3 Maret 2011

Alamsah Deliarnoor , Nandang. Makalah yang Disampaikan dalam acara
“SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT 2008” bertempat di Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB)
pada hari Rabu, 26 Maret 2008, atas kerjasama KPUD Provinsi Jabar dengan
Lemlit UNPAD.

Surbakti, Ramlan. 2003, “Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru”,
Jurnal llmu Pemerintahan, edisi 19

Syamsuddin Haris, “ Strukutur, proses dan fungsi pemilihan umum: catatan
pendahuluan dalam pemilihan umum di Indonesia. PPW-LIPI, 1997.

Supandi, 2004, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha
Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah. Makalah Workshop, , 28
Agustus, Jakarta

2005. Disertasi pada Program Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara,

INTERNET

www. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php




227

KORAN, MAJALAH

Bisri, A.Zaini, “Tragedi Pilkada Depok”, Suara Merdeka, 8 Agustus 2005

Harian Kompas, Kamis, 24 Februari 2011
Haris, Syamsuddin, “ Mengelola Potensi Konflik Pilkada”. Kompas, 10 Mei 2005

Hadjon, Philipus M., Peradilan Tata Usaha Negara Tantangan Awal di Awal
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Yuridika, majalah Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.No.2-3 Tahun VI Maret —Juni 1991 Surabaya.
1991.

M. Gaffar, Janedjri. Demokrasi dan Nomokrasi, Harian Seputar Indonesia, edisi 19
Desember 2006

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar. 1945
Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

UU. No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan UU. Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu

UU. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan UU. No 9 tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara UU. No 51 tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



228



